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Abstrak  

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih menjadi tantangan 

dalam sistem perpajakan Indonesia, meskipun pemerintah telah berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan 

melakukan digitalisasi sistem perpajakan. Transformasi digital yang diharapkan mampu meningkatkan layanan perpajakan 

belum menunjukkan kontribusi signifikan terhadap peilaku kepatuhan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh digitalisasi pajak dan literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak serta menguji peran jenis 

kelamin sebagai variabel moderasi. Penelitian menggunakan metode Structural Equation Modeling-Partial Least Squares 

(SEM-PLS) dengan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian terdiri atas 44 wajib pajak orang pribadi di PT Mulia Prima 

Nusa yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa literasi pajak memberikan 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga pemahaman pajak menjadi aspek penting dalam 

membentuk perilaku patuh. Sebaliknya, digitalisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

meskipun menunjukkan arah positif. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan teknologi belum cukup mendorong 

peningkatan kepatuhan apabila tidak diiringi dengan pengetahuan yang memadai. Selain itu, jenis kelamin tidak mampu 

memoderasi pengaruh digitalisasi pajak maupun literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menegaskan 

bahwa literasi pajak menjadi faktor utama dalam meningkatkan kepatuhan dibandingkan faktor digitalisasi maupun faktor 

demografi. Penelitian ini menekankan bahwa peningkatan literasi pajak melalui pelatihan dan edukasi perpajakan secara 

berkelanjutan perlu diprioritaskan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak secara lebih efektif. 

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Digitalisasi Pajak, Literasi Pajak, Faktor Demografi

1. Latar Belakang 

Pembayaran pajak penting karena menjadi salah satu sumber pemasukan nasional yang dimanfaatkan untuk 

berbagai macam hal, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan negara. Menurut [1],  kepatuhan wajib pajak 

dapat menjadi salah satu bukti bahwa masyarakat telah memenuhi kewajiban mereka dalam perpajakan dan telah 

berkontribusi dalam pembangunan negara sejalan dengan peraturan yang sudah dibuat serta telah menjalankan hak 

perpajakan mereka. Kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan akan sangat membantu wajib pajak dan 

pemerintah yang melayaninya [2]. Kepatuhan dan juga kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak 

adalah hal penting untuk mendorong dan mempengaruhi kesuksesan pemungutan pajak. Meskipun demikian tidak 

semua wajib pajak memiliki tingkat kepatuhan yang sama [3]. 

Kenyataannya sampai saat ini adalah masih terdapat masyarakat yang belum memahami ataupun menyadari 

pentingnya memenuhi kewajiban pajak, oleh karena itu tingkat kepatuhan wajib pajak Indonesia masih bisa 

diklasifikasikan sebagai rendah. [4] dalam penelitiannya menyatakan bahwa tingkat kepatuhan penyampaian SPT 

menunjukkan kecenderungan menurun dari tahun ke tahun, dengan persentase kepatuhan 66,7% pada tahun 2019 

menjadi 40,7% pada tahun 2023. Selain itu, berdasarkan artikel berita Kontan.co.id, oleh [5], pada tahun 2025, 

sebanyak 12,99 juta wajib pajak orang pribadi melakukan pelaporan SPT Tahunan, menunjukkan penurunan 

sebesar 1,21% dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian tersebut juga lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 

2024 yang mencapai 13,15 juta wajib pajak. Penutunan ini mengindikasikan adanya kecenderungan menurunnya 

tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga perlu menjadi perhatian serius dalam upaya meningkatkan kepatuhan di 

masa mendatang. 
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Theory of Planned Behaviour (TPB) atau teori perilaku terencana menjelaskan bahwa tindakan individu 

merupakan hasil dari proses perencanaan yang didasarkan pada keyakinan dan penilaian tertentu. Tiga komponen 

utama, menurut teori ini, memengaruhi niat berperilaku, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan 

persepsi pengendalian perilaku [6]. TPB memandang bahwa keputusan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan terbentuk melalui proses pemikiran yang terencana dan rasional, di mana individu terlebih dahulu 

mengevaluasi berbagai pertimbangan sebelum akhirnya melakukan pembayaran pajak [7]. 

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah melakukan transformasi melalui digitalisasi sistem 

perpajakan. Dengan digitalisasi, seperti sistem pelaporan pajak dan penagihan pajak secara elektronik (e-Filling 

dan e-Billing), serta penyediaan informasi yang lebih mudah diakses pembayar pajak lebih mudah memahami apa 

yang harus dilakukan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Karena platform digital, wajib pajak juga lebih 

mudah dalam melacak peraturan pajak yang sering berubah [8], [9]. Digitalisasi membuat proses pembayaran 

pajak lebih mudah dan seharusnya bisa menjadi alasan mengapa kepatuhan wajib pajak meningkat. Penelitian [10] 

menyatakan bahwa digitalisasi dalam sistem perpajakan dapat meningkatkan pemahaman serta kepatuhan wajib 

pajak karena edukasi perpajakan menjadi lebih mudah diakses. Selain itu,  [11] menemukan bahwa peningkatan 

kecanggihan sistem perpajakan berbanding lurus dengan meningkatnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam 

memenuhi kewajiban pajak mereka. Digitalisasi memudahkan wajib pajak untuk mengakses informasi, 

melaporkan, dan memenuhi kewajiban perpajakan [12]. Dengan adanya digitalisasi dalam bidang perpajakan, 

kesadaran dan keinginan wajib pajak untuk patuh secara sukarela meningkat [13]. Dalam penelitian [14] 

didapatkan hasil bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh digitalisasi pajak. 

Selain digitalisasi, literasi pajak memainkan peran penting dalam meningkatkan kapatuhan wajib pajak. Tingkat 

pemahaman wajib pajak tentang hukum, hak, dan tanggung jawab pajak tercermin dalam literasi pajak mereka. 

Kecenderungan untuk mempunyai kesadaran dalam melakukan kewajiban perpajakan dapat dipengaruhi oleh 

tingkat literasi pajak yang tinggi [15]. Pengetahuan yang baik tentang pajak itu sendiri dapat membantu orang-

orang lebih patuh. Memahami pentingnya pajak dan manfaat yang akan didapatkan jika kewajiban dalam 

membayar pajak itu dipenuhi dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajiban mereka 

masing-masing [16]. Pemahaman dan kesadaran tentang perpajakan sangat memengaruhi kecenderungan untuk 

memenuhi kewajiban perpajakan [17]. Penelitian sebelumnya oleh [18] menemukan bahwa literasi pajak 

memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan. 

Lebih lanjut, faktor demografi seperti jenis kelamin juga dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Perbedaan 

demografis, terutama jenis kelamin, berpotensi memengaruhi respons wajib pajak terhadap penerapan sistem 

perpajakan berbasis digital. [19] menemukan bahwa, dalam penggunaan sistem teknologi untuk kepatuhan pajak, 

ada perbedaan yang signifikan antara wajib pajak laki-laki dan perempuan. Hal ini sejalan dengan penelitian adopsi 

teknologi secara umum bahwa jenis kelamin memengaruhi perilaku, tingkat penerimaan teknologi, serta proses 

pengambilan keputusan [20]. Penelitian [21] mengungkap bahwa perbedaan jenis kelamin dapat memengaruhi 

perilaku kepatuhan wajib pajak. [22] juga menegaskan bahwa jenis kelamin dapat berfungsi sebagai variabel 

moderator dalam hubungan literasi pajak terhadap keputusan kepatuhan pajak.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana digitalisasi pajak dan 

literasi pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak, dan melihat bagaimana faktor demografi jenis kelamin 

memengaruhi hasilnya. 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain korelasional karena bertujuan untuk menguji 

hipotesis dan melihat hubungan antar variabel [23]. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi 

di PT Mulia Prima Nusa dengan jumlah populasi sebanyak 45 orang dengan pendekatan non-probability sampling 

dengan teknik purposive sampling. Dari total populasi tersebut, seluruh kuesioner disebarkan kepada selutuh 45 

responden, namun 44 di antaranya kembali dan diolah, sehingga menghasilkan ukuran sampel akhir sebanyak 44 

responden untuk penelitian ini. Untuk memastikan kecukupan jumlah sampel dalam analisis, peneliti 

menggunakan tabel Cohen sebagai acuan dalam menentukan ukuran sampel minimum yang diperlukan pada 

penelitian dengan pendekatan Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS). 

Pengambilan data penelitian ini dihimpun secara pribadi oleh peneliti, sehingga penelitian ini dianggap sebagai 

penelitian sumber primer. Data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dan belum pernah digunakan 
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sebelumnya, sehingga memiliki sifat asli dan autentik atau biasa disebut data primer [23]. Alat utama untuk 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner ini disusun dalam bentuk pernyataan dengan 

skala likert 1-5, dan peserta diminta untuk memberi tanggapan terhadap pernyataan berdasarkan tingkat 

persetujuan mereka terhadapnya. Kuesioner ini juga disusun dengan merujuk pada indikator yang menggambarkan 

semua variabel yang diteliti.  

Tahap analisis dalam penelitian ini terdiri dari pengujian outer model, inner model, serta pengujian hipotesis. Pada 

tahap outer model dilakukan evaluasi terhadap model pengukuran dengan menilai convergent validity, 

discriminant validity, serta composite reliability guna memastikan bahwa instrumen penelitian telah memenuhi 

standar validitas dan reliabilitas. Selanjutnya, tahap inner model digunakan untuk mengevaluasi model struktural 

melalui pengujian R-Square (R2), f-Square (f2), dan Q-Square (Q2) yang bertujuan untuk melihat kemampuan 

prediksi serta kekuatan hubungan antarvariabel dalam model. Tahap akhir adalah pengujian hipotesis. Berdasarkan 

temuan analisis, pengujian ini digunakan untuk meguji apakah hipotesis yang diajukan sebelumnya dapat diterima 

atau tidak. Software SmartPLS 4 digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini.  

Berikut ini adalah kerangka berpikir agar penelitian ini dapat terarah. 

 
Gambar 1. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah diuraikan maka hipotesis penelitian dirumuskan untuk menjelaskan 

hubungan antar variabel sebagai berikut: 

H1: Digitalisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

H2: Literasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

H3: Jenis kelamin dapat memoderasi pengaruh digitalisasi pajak dan literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 

3. Hasil dan Diskusi 

3.1. Karakteristik Responden 

Tabel 1. Karakteristik Responden 

Keterangan Kriteria Total Responden Persentase 

Jenis Kelamin Laki-laki 28 64% 

 Perempuan 16 36% 

Usia < 25 tahun 1 2% 

 25-30 tahun 19 43% 

 31-35 tahun 7 16% 

 36-40 tahun 4 9% 

 > 40 tahun 13 30% 

Karakteristik responden berdasarkan usia dan jenis kelamin ditampilkan pada Tabel 1. Dari data tersebut, 28 

responden dengan persentase 64% adalah laki-laki, yang merupakan mayoritas. Responden perempuan lebih 
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sedikit, yaitu 16 responden dengan persentase 36%. Berdasarkan usia, kelompok usia 25-30 tahun memiliki jumlah 

responden tertinggi, yaitu 19 responden dengan 43%. Dan kelompok usia paling rendah, yaitu < 25 tahun memiliki 

jumlah responden terkecil, yaitu 1 responden, atau 2% dari total responden.  

3.2 Outer Model (Model Pengukuran) 

a. Convergent Validity 

Tabel 2. Nilai Outer Loading 

Variabel Indikator Outer Loading Hasil 

 

Digitalisasi Pajak 

(X1) 

DP (1) 0,771 Valid 
 

DP (2) 0,795 Valid 
 

DP (3) 0,764 Valid 
 

DP (7) 0,756 Valid 
 

DP (8) 0,710 Valid 
 

DP (9) 0,826 Valid 
 

DP (11) 0,756 Valid 
 

DP (12) 0,777 Valid 
 

DP (13) 0,847 Valid 
 

DP (14) 0,912 Valid 
 

DP (15) 0,759 Valid 
 

DP (17) 0,811 Valid 
 

DP (18) 0,732 Valid 
 

DP (19) 0,876 Valid 
 

DP (20) 0,839 Valid 
 

DP (21) 0,762 Valid 
 

Literasi Pajak  

(X2) 

LP (1) 0,815 Valid 
 

LP (2) 0,782 Valid 
 

LP (3) 0,864 Valid 
 

LP (4) 0,848 Valid 
 

LP (5) 0,919 Valid 
 

LP (7) 0,842 Valid 
 

LP (8) 0,841 Valid 
 

LP (9) 0,924 Valid 
 

LP (13) 0,920 Valid 
 

LP (14) 0,903 Valid 
 

LP (15) 0,864 Valid 
 

LP (18) 0,879 Valid 
 

LP (19) 0,787 Valid 
 

LP (21) 0,731 Valid 
 

Kepatuhan Wajib Pajak  
 (Y) 

KWP (1) 0,702 Valid 
 

KWP (2) 0,828 Valid 
 

KWP (3) 0,750 Valid 
 

KWP (4) 0,840 Valid 
 

KWP (5) 0,928 Valid 
 

KWP (6) 0,923 Valid 
 

KWP (7) 0,880 Valid  
KWP (8) 0,856 Valid  
KWP (9) 0,880 Valid  

KWP (10) 0,834 Valid  
KWP (11) 0,943 Valid  
KWP (12) 0,897 Valid  

Tabel 2 menunjukkan hasil pengujian setelah dilakukan penghapusan beberapa indikator yang belum memenuhi 

kriteria karena masih memiliki nilai loading < 0,60. Hasil pengujian selanjutnya memperlihatkan nilai loading > 

0,60 telah dimiliki oleh seluruh indikator variabel. Dengan demikian, indikator pada variabel digitalisasi pajak, 

literasi pajak, dan kepatuhan wajib pajak dinyatakan telah memenuhi kriteria convergent validity. 

 

 

b. Discriminant Validity 
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Tabel 3. Nilai AVE 

Variabel  Nilai AVE 

Digitalisasi Pajak (X1)  0,632 

Literasi Pajak (X2) 0,728 
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0,736 

Berdasarkan Tabel 3, variabel digitalisasi pajak memiliki nilai AVE sebesar 0,632, literasi pajak sebesar 0,728, dan 

kepatuhan wajib pajak sebesar 0,736. Karena setiap nilai AVE lebih besar dari 0,50, dapat dinyatakan bahwa setiap 

konstruk memenuhi persyaratan validitas diskriminan dan dinyatakan valid. 

c. Composite Reliability 

Tabel 4. Nilai Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability 

Variabel  Cronbach's alpha Composite reliability 

Digitalisasi Pajak (X1)  0,961 0,965 

Literasi Pajak (X2) 0,971 0,974 

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0,967 0,971 

Berdasarkan Tabel 4, variabel digitalisasi pajak memiliki nilai Composite Reliability sebesar 0,965 dan Cronbach’s 

Alpha sebesar 0,961. Nilai Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability untuk  variabel literasi pajak masing-

masing adalah 0,971 dan 0,974. Sementara itu, variabel kepatuhan wajib pajak memiliki Composite Reliability 

sebesar 0.971 dan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,967. Dapat disimpulkan bahwa semua konstruk dalam 

penelitian ini telah memenuhi persyaratan reliabilitas dan dianggap reliabel karena semua nilai Cronbach’s Alpha 

lebih besar dari 0,60 dan Composite Reliability lebih besar dari 0,70. 

3.3. Inner Model (Model Struktural) 

a. Uji Coefficient of Determination (R2) 

Tabel 5. Nilai R-Square 

Variabel R-Square Adjusted R-Square 

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0,830 0,817 

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai R2 variabel kepatuhan wajib pajak adalah 0,830 dengan nilai R2 adjusted 

sebesar 0,817. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi pajak dan literasi pajak secara bersama-sama mampu 

menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak sebesar 83%, sedangkan sebesar 17% sisanya dipengaruhi oleh faktor 

lain di luar model penelitian. Dengan demikian, model struktural dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai 

model yang kuat (substansial). 

b. Uji Effect Size (f2) 

Tabel 6. Nilai f-Square 

Hubungan Antar Variabel f-Square 

Digitalisasi Pajak →  Kepatuhan Wajib Pajak 0,071 

Literasi Pajak →  Kepatuhan Wajib Pajak 1,254 

Jenis Kelamin →  Kepatuhan Wajib Pajak 0,001 

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 6, nilai f2 menunjukkan bahwa pengaruh digitalisasi pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak sebesar 0,071 yang termasuk dalam kategori efek kecil. Sebaliknya, literasi pajak memiliki 

nilai f2 sebesar 1,254 yang mengindikasikan pengaruh yang sangat besar dalam model. Sementara itu, variabel 

jenis kelamin memperoleh nilai f2 sebesar 0,001 yang tergolong sangat kecil, sehingga kontribusinya terhadap 

model dapat dikatakan lemah. Walaupun jenis kelamin diuji sebagai variabel moderasi pada hubungan antara 

digitalisasi pajak dan literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, nilai effect size yang sangat rendah 

menunjukkan bahwa peran moderasi tersebut tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap kemampuan 

prediktif model. Oleh karena itu, variabel terpenting adalah literasi pajak dalam memengaruhi kepatuhan wajib 
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pajak, sedangkan digitalisasi pajak memiliki pengaruh yang relatif kecil dan moderasi jenis kelamin tidak 

menunjukkan peran yang signifikan. 

c. Predictive Relevance (Q2)  

Tabel 7. Nilai Q-Square 

Variabel Q-Square 

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0,591 

Berdasarkan Tabel 7, nilai Q2 kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,591. Melihat nilainya lebih besar dari 0, 

dapat dikatakan bahwa model tersebut memiliki kemampuan prediktif yang baik dan relevan.  

3.4. Uji Hipotesis 

Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis 

Hipotesis Variabel Koefisien T-statistic P-value Keterangan 

H1 DP → KWP 0,182 1,201 0,230 Ditolak 

H2 LP → KWP 0,761 5,204 0,000 Diterima 

H3 JK memoderasi DP & LP → KWP -0,011 0,175 0,861 Ditolak 

Pada Tabel 8 dapat dilihat hasil uji hipotesis yang didapatkan menggunakan SmartPLS 4.  Berdasarkan hasil uji 

hipotesis, hanya satu dari tiga hipotesis yang diajukan yang diterima. Telah terbukti bahwa literasi pajak memiliki 

pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jenis kelamin tidak menambah atau mengurangi 

pengaruh digitalisasi pajak dan literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara digitalisasi pajak tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, hasil pengujian juga dapat dilihat secara 

visual pada Gambar 2 yang menunjukkan hasil bootstrapping model struktural menggunakan SmartPLS 4.  

 
Gambar 2. Hasil Bootstrapping Model Struktural SmartPLS 4 
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3.5. Pembahasan 

a. Pengaruh Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pajak memiliki nilai koefisien 0,182 dan nilai T-statistic 1,201 

dan p-value 0,230. Meskipun arah hubungan bersifat positif, nilai p-value lebih besar dari 0,05 menunjukkan 

bahwa digitalisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis 

pertama ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan digitalisasi dalam perpajakan belum mampu secara 

langsung meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Digitalisasi cenderung berfungsi sebagai fasilitas administratif 

yang mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak, namun belum menjadi faktor penentu terbentuknya 

perilaku patuh apabila tidak diiringi dengan kesiapan, pemahaman, dan kesadaran wajib pajak dalam 

memanfaatkannya. 

Karakteristik responden penelitian, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1, juga dapat digunakan untuk 

mengevaluasi pengaruh tidak signifikan dari digitalisasi pajak. Sebagian besar responden adalah laki-laki, yaitu 

sebesar 64%, dan sebanyak 43% di antaranya berusia antara 25 dan 30 tahun. Kelompok usia tersebut merupakan 

usia produktif yang umumnya telah terbiasa dengan penggunaan teknologi digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

digitalisasi perpajakan tidak lagi dipandang sebagai hal baru oleh responden, sehingga tidak memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap perilaku kepatuhan mereka. Dengan kata lain, kemudahan yang ditawarkan oleh sistem 

digital mungkin telah dianggap sebagai hal yang biasa, sehingga tidak lagi menjadi faktor pendorong utama untuk 

meningkatkan kepatuhan.   

Hasil ini konsisten dengan penelitian [24] dan [25] yang menunjukkan bahwa revolusi digital dalam perpajakan 

tidak selalu menghasilkan kepatuhan yang lebih tinggi tanpa dukungan faktor internal wajib pajak. Dalam 

perspektif Theory of Planned Behaviour, digitalisasi berkaitan dengan perceived behavioural control, namun 

persepsi kemudahan tersebut belum cukup kuat untuk membentuk niat dan perilaku kepatuhan. 

b. Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Dengan nilai koefisien sebesar 0,761, T-statistic 5,204, dan nilai p-value 0,000, hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh literasi pajak. Berdasarkan hasil 

tersebut, hipotesis kedua dinyatakan diterima. Hasilnya menunjukkan tingkat pemahaman wajib pajak terkait 

peraturan, hak, dan kewajiban perpajakan berkorelasi positif dengan tingkat kepatuhan yang ditunjukkan. Selain 

itu, variabel yang paling penting dalam penelitian ini adalah literasi pajak, yang menunjukkan bahwa elemen 

pengetahuan dan pemahaman sangat penting dalam menentukan perilaku patuh. Penelitian sebelumnya sejalan 

dengan temuan ini yang menyatakan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak [26]. Berdasarkan Theory of Planned Behaviour, literasi berperan membentuk keyakinan tindakan atau 

behaviour beliefs yang memengaruhi sikap dan niat individu untuk patuh. Semakin baik pengetahuan atau 

pemahaman seseorang terhadap perpajakan, maka semakin kuat dorongan untuk memenuhi kewajiban 

perpajakannya.  

c. Peran Jenis Kelamin dalam Memoderasi Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Literasi Pajak terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Pengujian moderasi menunjukkan bahwa jenis kelamin tidak mampu memoderasi pengaruh digitalisasi pajak dan 

literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan koefisien interaksi sebesar -0,011, dan nilai T-statistic 0,175, 

dan nilai p-value 0,861. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa perbedaan jenis kelamin tidak memperkuat maupun 

memperlemah hubungan antara kepatuhan wajib pajak dan dua variabel independen. Dengan demikian, perngaruh 

digitalisasi dan literasi pajak terhadap kepatuhan berlaku secara umum tanpa dipengaruhi oleh jenis kelamin. 

Temuan ini sejalan dengan penelitian [27] serta [28] yang menyatakan bahwa jenis kelamin tidak memiliki peran 

signifikan sebagai variabel moderator dalam perilaku kepatuhan perpajakan.  

4. Kesimpulan 

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa literasi dalam perpajakan berdampak positif dan signifikan 

pada kepatuhan wajib pajak. Artinya, peningkatan pemahaman terkait perpajakan akan diikuti dengan peningkatan 

tingkat kepatuhan. Di sisi lain, digitalisasi pajak meskipun memiliki arah pengaruh positif, tidak terbukti memiliki 
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pengaruh signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, variabel jenis kelamin tidak terbukti 

mampu memoderasi pengaruh digitalisasi pajak dan literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan 

demikian, dibandingkan faktor demografis seperti jenis kelamin serta faktor digitalisasi pajak, literasi pajak 

merupakan faktor utama yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini. Temuan penelitian ini 

menegaskan pentingnya literasi pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, otoritas 

perpajakan perlu lebih mengoptimalkan program sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan 

pengetahuan masyarakat terkait perpajakan. Selain itu, pengembangan sistem perpajakan berbasis digital juga 

perlu diiringi dengan pendampingan serta peningkatan kemampuan wajib pajak dalam memanfaatkan teknologi 

tersebut. Selanjutnya, agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif disarankan kepada peneliti selanjutnya 

untuk memperluas cakupan sampel dan menambahkan variabel tambahan yang berpotensi memengaruhi 

kepatuhan wajib pajak. Selain itu, aspek demografis seperti usia dan jenis kelamin juga perlu dipertimbangkan, 

karena homogenitas karakteristik responden dapat memengaruhi hasil pengujian hubungan antarvariabel. Oleh 

karena itu, penggunaan populasi yang lebih beragam diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat 

tentang bagaimana digitalisasi pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak. 
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